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PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI

ABSTRAK: - bahwa Pemerintah Kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi
segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, serta turut
serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur;

bahwa petani sebagai bagian dari warga negara dan pelaku utama
yang berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan,
berhak memperoleh perlindungan dan pemberdayaan secara
terencana, sistematis, terarah, dan berkelanjutan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah perlu menetapkan
pengaturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  1999    tentang Pembentukan
Kota Dati II Way Kanan, Kota Dati II Lampung Timur dan Kotamadya
Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4043); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4660); Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5433); Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5613); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21); Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun
2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24); Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan
dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  (Lembaran  Daerah  Kota
Metro  Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22
Januari 2019.
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